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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

3.1 Bidang Kerja 

Bidang pekerjaan yang praktikan jalani adalah di bagian 

perpajakan. Praktikan bertugas untuk menyiapkan atau membantu 

laporan SPT pajak, baik badan usaha maupun wajib pajak perseorangan. 

Pajak sendiri memiliki berbagai macam jenis nya dan cara 

perhitungannya masing-masing. Sistem pemungutan pajak salah satunya 

adalah Self Assesment. Self-assessment adalah sistem pemungutan 

pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

menilai sendiri pajak mereka dengan tenang. Perhitungan, pembayaran 

dan laporan yang dibuat oleh Wajib Pajak dianggap benar kecuali Direktur 

Pajak dapat membuktikan sebaliknya. Pembayaran pajak yang terutang 

merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang sebagai Penanggung 

Pajak atau Pemotong atau Pemungut Pajak bertanggung jawab 

membayar ke Kas Negara. 

Sarana yang dipakai untuk pembayaran pajak adalah SSP/E-

billing. Cara membuat ebilling adalah dengan membuat di 

djponline.pajak.go.id lalu setelah sudah login dengan npwp dan password 

masuk ke menu bayar lalu e-billing, lalu WP mengisikan kolom jenis pajak 

dan jenis setoran yang ingin WP bayar, setelah itu mengisi masa dan 

tahun pajak yang akan dibayarkan, setelah itu masukkan nominal jumlah 

setor, lalu klik buat kode billing maka e-billing akan terdownload di device 

dan di e-billing ini terdapat id billing dan nomor id billing itulah yang akan 

dipakai untuk membayarkan ke bank. Pembayaran pajak memiliki jatuh 

tempo nya masing-masing. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh 

pemotong pajak, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 

21, PPh 23, dan PPh 26 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus dibayar 

sendiri oleh wajib pajak, PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh 

wajib pajak, PPh 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN paling lama sebelum SPT masa 
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PPN disampaikan. Jika sudah membayarkan sesuai dengan nominal 

pajak terutang tersebut, maka WP diwajibkan untuk melaporkan segala 

jenis perpajakan yang WP miliki. Tidak hanya pembayaran, tetapi 

pelaporan pun juga ada batas waktu untuk melaporkannya. Untuk PPh 

21, PPh 23/26, PPh 15, PPh 22 jatuh tempo waktu pelaporannya adalah 

tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN jatuh 

tempo waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. Untuk ketelatan pembayaran perpajakan akan 

terkena sanksi administrasi sebesar 2%. Untuk ketelatan melakukan 

pelaporan perpajakan penghasilan akan dikenakan denda sebesar Rp 

100.000 , tetapi untuk ketelatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai akan 

dikenakan denda sebesar Rp 500.000. SPT PPh ini dilakukan setiap 

masa/bulan, tetapi per tahun orang pribadi maupun badan juga wajib 

melaporkan SPT Tahunan dimana SPT Tahunan untuk orang pribadi ini 

jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan SPT Tahunan 

Badan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun berikutnya.  

Ada 11 UU Perpajakan yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) 

yang ada di No.16 Tahun 1983 dan yang terbarunya di UU No. 16 Tahun 

2009, PPh terdapat di UU No.7 Tahun 1983 dan yang terbarunya di UU 

No.36 Tahun 2009, PPN terdapat di UU No.8 Tahun 1983 dan yang 

terbaru di UU No.42 th 2009, PBB terdapat di UU No.12 th 1985 dan yang 

terbarunya di UU No.12 th 1994, Bea Materai terdapat di UU No.13 th 

1985, PP terdapat di UU No.14 th 2002. PPSP terdapat di UU No.19 th 

1997 dan yang terbaru di UU No.19 th 2000, BPHTB terdapat di UU 

No.21 th 1997 dan yang terbaru di UU No.20 th 2000, Tax Amnesty 

terdapat di UU No.11 th 2016, UU Ciptakerja terdapat di UU No.11 th 

2020, UU HPP terdapat di UU No.7 th 2021. 

 

 

3.2 Pelaksanaan Kerja  

Cara bekerja praktikan setiap bulan bahkan setiap harinya sudah 

sangat terstruktur karena deadline-deadline yang ada memang tanggal 

nya selalu sama setiap bulannya. Semua pekerjaan juga memiliki tata 

cara prosesnya tersendiri hingga pekerjaan itu bisa dikatakan selesai. 
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Untuk pekerjaan praktikan biasanya yang paling pertama dilakukan 

adalah membuat E-billing perpajakan. Lalu setelah melakukan 

pembayaran kemudian dilakukan pelaporan atas PPh Masa tersebut.  

3.2.1 Mekanisme Pembuatan E-Billing  

E-Billing adalah sistem pajak digital untuk membayar pajak 

secara online. E-Billing dihadirkan Dirjen Pajak sebagai fitur untuk 

memudahkan pembayaran kewajiban masyarakat luas, khususnya 

wajib pajak. Oleh karena itu, semua pajak atau pajak yang 

terutang wajib pajak dibayar dengan terlebih dahulu membuat E-

Billing. Setelah itu, nomor tagihan hanya bisa dibayar di semua 

jenis bank. Berikut langkah-langkah membuat E-Billing : 

✓ Login dengan cara memasukkan nomor npwp dan juga 

password djp online masing-masing wajib pajak di web ini 

Login | Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Setelah login maka klik menu “Bayar” lalu akan muncul 

menu “E-Bliing”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Halaman awal login DJP 
Sumber : Praktikan, 2023 

https://djponline.pajak.go.id/account/login
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✓ Isikan semua isian yang kosong seperti jenis pajak, jenis 

setoran, masa pajak, tahun pajak,dan  jumlah setor. Lalu 

jika sudah terisi semua maka klik buat kode billing lalu klik 

ok dan ebilling akan otomatis terdownload di device yang 

sedang dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-billing bisa digunakan untuk seluruh jenis pajak yang ada 

dan jenis pajak nya itu sangatlah banyak jumlahnya sehingga kita 

harus lebih teliti mengisi jenis pajak nya. Dan masing-masing jenis 

pajak juga memiliki jenis setoran yang berbeda-beda. Berikut 

Gambar 3.2 Menu E-billing 
Sumber : Praktikan, 2023 

Gambar 3.3 Form untuk membuat e-billing 
Sumber : Praktikan, 2023 
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praktikan berikan rincian dalam berbentuk tabel yang berisikan 

pengelompokan jenis pajak dan juga jenis setorannya tidak lupa 

dengan kode kodenya. 

 

Tabel 3.1 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 
PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 411121 200 Tahunan PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 411121 300 STP PPh Pasal 21 

 

Tabel 3.2 Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 
PPh Pasal 23 411124 100 Masa PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 411124 101 PPh Pasal 23 atas Dividen 

PPh Pasal 23 411124 102 PPh Pasal 23 atas Bunga 

PPh Pasal 23 411124 103 PPh Pasal 23 atas Royalti 

PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa 

PPh Pasal 23 411124 300 
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 
23 

PPh Pasal 23 411124 301 
STP PPh Pasal 23 atas Dividen, 
Bunga, Royalti, dan Jasa 

 

Tabel 3.3 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang 

Pribadi 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 
PPh Pasal 25 / 
29 Orang 
Pribadi 

411125 100 Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi 

PPh Pasal 25 / 
29 Orang 
Pribadi 

411125 200 Tahunan PPh Orang Pribadi 

PPh Pasal 25 / 
29 Orang 
Pribadi 

411125 300 STP PPh Orang Pribadi 
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Tabel 3.4 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 
PPh Pasal 25 / 
29 Badan 

411126 100 Masa PPh Pasal 25 Badan 

PPh Pasal 25 / 
29 Badan 

411126 200 Tahunan PPh Badan 

PPh Pasal 25 / 
29 Badan 

411126 300 STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Badan 

 

 

Tabel 3.5 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPh Final 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 

PPh Final 411128 300 STP PPh Final 

PPh Final 411128 401 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat 
Utang Negara 

PPh Final 411128 402 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan 

PPh Final 411128 403 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

PPh Final 411128 404 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga 
Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan 
Diskonto SBI 

PPh Final 411128 405 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah 
Undian 

PPh Final 411128 406 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Transaksi Saham, Obligasi dan 
sekuritas lainnya di Bursa. 

PPh Final 411128 407 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Penjualan Saham Pendiri 

PPh Final 411128 408 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
Penjualan Saham Milik Perusahaan 
Modal Ventura 

PPh Final 411128 409 
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa 
Konstruksi 
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Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 

PPh Final 411128 420 

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 
penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

 

Tabel 3.6 Kode Akun Pajak untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 
PPN Dalam 
Negeri 

411211 100 Setoran Masa PPN Dalam Negeri 

STP PPN 
Dalam Negeri 

411211 300 
STP (Surat Tagihan Pajak) PPN Dalam 
Negeri 

 

Setelah membuat E-Billing sesuai dengan jenis pajak dan 

jenis setoran yang benar maka akan mendapatkan nomor billing 

dan itu adalah nomor yang digunakan untuk membayarkannya ke 

bank. Banyak PPh yang setelah dibayarkan harus dilaporkan juga 

tetapi ada juga PPh yang setelah dibayarkan tidak perlu dilapor 

cukup disimpan sebagai arsip saja. PPh yang tidak perlu 

dilaporkan adalah PPh 25, wajib pajak yang melakukan 

pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank dengan sistem 

pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya 

telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran 

Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah 

disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang 

tercantum pada SSP. Semua pembayaran pajak pun memiliki 

batas waktu pembayarannya masing-masing dan jika kita 

membayar pajak itu sudah melewati batas waktunya kita akan 

mendapatkan denda atau sanksi administrasi pajak. Untuk PPh 

Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh Pasal 15 

yang dipotong oleh pemotong pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26 

jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus dibayar sendiri oleh 

wajib pajak, PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh wajib 

pajak, PPh 25 jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya 
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setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN paling lama sebelum 

SPT masa PPN disampaikan. Jika sudah membayarkan sesuai 

dengan nominal pajak terutang tersebut, maka WP diwajibkan 

untuk melaporkan segala jenis perpajakan yang WP miliki.  

Tidak hanya pembayaran, tetapi pelaporan pun juga ada 

batas waktu untuk melaporkannya. Untuk PPh 21, PPh 23/26, PPh 

15, PPh 22 jatuh tempo waktu pelaporannya adalah tgl 20 bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN jatuh tempo 

waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. Untuk ketelatan pembayaran perpajakan 

akan terkena sanksi administrasi sebesar 2%. Untuk ketelatan 

melakukan pelaporan perpajakan penghasilan akan dikenakan 

denda sebesar Rp 100.000 , tetapi untuk ketelatan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 

500.000. 

Setelah membayar PPh yang terutang maka kita harus 

melakukan pelaporan SPT Masa PPh. Untuk tata cara pelaporan 

Pajak Penghasilan ini berbeda-beda cara setiap jenis PPh nya, 

tetapi untuk melaporkan PPh bisa kita lakukan di 

djponline.pajak.go.id dan juga sampaikan langsung ke KPP 

terdaftar. Praktikan sendiri melakukan pekerjaan pelaporan ini 

secara mandiri yaitu via djp online.  
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Gambar 3.4 Flow Chart Pembuatan E-Billing 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.5 Usulan Flow Chart Pembuatan E-Billing  
Sumber : Praktikan, 2023 
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Detail Flow Chart Pembuatan E-Billing : 

1. Yang pertama dilakukan oleh praktikan adalah 

meminta data ke klien secepatnya. 

2. Kemudian, klien memberikan data berupa invoice 

atau faktur. 

3. Setelah praktikan mendapatkan data tersebut, 

maka praktikan harus menganalisis untuk 

mengetahui data tersebut masuk dalam kategori 

pph apa, dan juga praktikan harus menghitung 

berapa pajak yang harus dibayarkannya. 

4. Setalah sudah menghitung untuk mengetahui pajak 

terutangnya, maka praktikan membuatkan ebilling 

yang harus disesuaikan dengan nominal, jenis 

setoran, dan masa spt pph tersebut. 

5. Setelah mendapat info ebilling tersebut, klien bisa 

membayarkan sendiri atau bisa juga membayar ke 

praktikan kemudian praktikan yang 

membayarkannya. Saat klien sudah mengetahui 

ebilling tersebut praktikan memiliki tugas untuk 

meng- follow up setiap harinya apakah klien sudah 

membayarkannya atau belum. Karena pembayaran 

pph memiliki batas waktunya masing-masing untuk 

PPh Pasal 4ayat2 yang dipotong oleh pemotong 

pajak, PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong 

pajak, PPh 21, PPh 23, dan PPh 26 jatuh tempo 

pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 4ayat2 yang harus 

dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh Pasal 15 yang 

harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, PPh 25 jatuh 

tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir. Dan untuk PPN paling lama 

sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jika klien 

terlambat membayar ebilling sesuai dengan tanggal 
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jatuh tempo yang sudah diinfokan praktikan maka 

akan terkena denda pajak, dan yang membayarkan 

denda pajak itu juga klien sendiri karena praktikan 

sudah memberitahukan sejak awal untuk batas 

waktu pembayaran dan juga konsekuensi jika 

terlambat membayar. 

6. Setelah ebilling dibayarkan, kemudian praktikan 

akan lanjut ke proses pelaporan masing-masing 

jenis spt masa tersebut. 

3.2.2  Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa 

Untuk tata cara melakukan pelaporan PPh 21 Masa yang 

dilakukan setiap bulannya adalah sebagai berikut : 

✓ Praktikan menghitung terlebih dahulu semua data gaji 

yang terlah diberikan oleh para klien masing masing 

perusahaan. Rumus penghitungan PPh 21 nya sendiri 

adalah Penghasilan neto sebulan dikurang dengan biaya 

jabatan yang rumusnya 5% maksimal Rp 500.000 

perbulannya, lalu penghasilan neto sebulan itu dikalikan 

12 untuk menjadi penghasilan neto setahun, lalu 

penghasilan setahun itu dikurang dengan Pendapatan 

Tidak Kena Pajak(PTKP), Sesuai dengan Peraturan Dirjen 

Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK 

No.101/PMK.010/2016, tarif PTKP terbaru adalah sebagai 

berikut: 

- Rp54.000.000/tahun atau Rp4.500.000/bulan  untuk 

wajib pajak orang pribadi 

- Rp4.500.000/tahun atau Rp375.000/bulan untuk wajib 

pajak yang sudah menikah 

- Rp54.000.000/tahun atau Rp4.500.000/bulan  untuk 

wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengasilan 

gabungan dengan suami 

- Rp4.500.000/tahun atau Rp375.000/bulan tambahan 

untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga 
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semenda dalam garis keturunan lurus dan bisa juga 

anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 

maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. 

Setelah dikurang PTKP maka dapatlah Penghasilan Kena 

Pajak (PKP), lalu nominal PKP tersebut dikalikan dengan 

pajak progresif dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan 

(UU PPH). Berikut ini adalah dafar tarif PPh 21 terbaru 

yang berlaku adalah:  

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – 

Rp60.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 5%.  

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 

Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikalikan 

dengan tarif 15%.  

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 

Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikalikan 

dengan tarif 25%.  

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 

Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikalikan 

dengan tarif 30%. 

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas 

Rp5.000.000.000/tahun dikalikan dengan tarif 35%. 

Setelah sudah dikali dengan pajak progresif maka nilai itu 

dibagikan 12 karna nominal tersebut masih nominal yang 

disetahunkan kemudian nilai tersebut adalah nilai kurang 

bayar dari pph 21 tersebut. 

✓ Setelah nominal PPh 21 Masa tersebut selanjutnya 

praktikan membuat E-billing dan kemudian 

membayarkannya. 

✓ Setelah E-billing sudah dibayarkan kemudian praktikan 

melakukan pelaporan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menginput rincian data-data pegawai yang ada di input 

di applikasi e-SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah 

untuk menginput e-SPT PPh 21, yaitu: 
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Gambar 3.6 Menu Pilih SPT di E-SPT PPh 21 
Sumber : E-SPT PPh 21 

Gambar 3.7 Menu Daftar Pemotongan Pajak di E-SPT 
PPh 21 

Sumber : E-SPT PPh 21 

 

- Klik ‘Pilih SPT’ kemudian klik ‘Buat SPT Baru’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pilih ‘Isi SPT’ lalu klik pada ‘Daftar Pemotongan Pajak’ 

(1721-1) untuk pegawai tetap klik pilih ‘Satu Masa 

Pajak’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mulai isi data NPWP, Nama, Kode Objek Pajak, serta 

jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan 

yang dipotong, lalu pilih ‘Simpan’. 

- Pilih ‘Tambah’ jika ingin memasukkan data lainnya. 

- Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk 

pegawai tidak tetap, maka silakan pilih ‘Isi SPT’ lalu 

‘Daftar Bukti Potong’ lalu ‘Tidak Final’ (1721-II). 
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Gambar 3.8 Menu Daftar Bukti Potong di E-SPT PPh 21 
Sumber : E-SPT PPh 21 

 

Gambar 3.9 Menu SPT Induk di E-SPT PPh 21 
Sumber : E-SPT PPh 21 

 

Gambar 3.10 Menu Daftar SSP/Pbk di E-SPT PPh 21 
Sumber : E-SPT PPh 21 

 

 

 

 

 

 

- Isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih 

‘Kode Objek Pajak’, kemudian isi form e-SPT sesuai 

dengan data yang dibutuhkan. 

- Setelah pengisian data selesai baik untuk e-SPT PPh 

21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah 

selanjutnya adalah masuk ke menu ‘Isi SPT’ lalu ‘SPT 

Induk’, dan Anda akan menemukan besaran jumlah 

pajak terutang. 

 

 

 

 

 

 

  

- masukkan NTPN tersebut pada menu SSP (Surat 

Setoran Pajak) atau SSE (Surat Setoran Elektronik). 
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Gambar 3.11 CSV Berhasil Dibuat 
Sumber : E-SPT PPh 21 

 

Gambar 3.12 Menu E-Filling di DJP Online 
Sumber : DJP Online 

 

2. Setelah dirasa inputan sudah lengkap, lalu kemudian 

Tahapan terakhir untuk mengisi e-SPT PPh 21 ini 

adalah dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 

21 tersebut. Caranya, pastikan seluruh data yang 

dimasukkan ke dalam e-SPT PPh 21 sudah tepat 

kemudian masuk ke dalam menu ‘Isi SPT’ lalu ‘SPT 

Induk’ lalu klik pada bagian ‘B.1 Daftar Pemotongan’ 

dan ‘B.2 Penghitungan PPh Sudah Sesuai’. 

Selanjutnya, masuk pada bagian D dan Anda akan 

menemukan checklist untuk dokumen yang akan 

dilampirkan pada pelaporan SPT. Lalu, masuk ke 

bagian E dan Anda akan menemukan ‘Pernyataan dan 

Ttd Pemotong’, klik ‘Simpan’. Setelah data disimpan, 

Anda dapat melakukan ekspor dokumen dengan cara 

masuk ke menu ‘CSV’ lalu ‘Pelaporan SPT’, lalu pilih 

masa PPh 21 yang akan dilaporkan, kemudian klik 

‘Buat File CSV’ dan CSV dari pengisian e-SPT PPh 21 

tersebut akan tersimpan di file device kita. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lalu login di djp online dan klik E-Filling lalu klik menu 

‘Buat SPT’ lalu masukkan file CSV tersebut. 
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Gambar 3.13 Akan Otomatis Muncul Data SPT PPh 
21 

Sumber : DJP Online 

 

 

Tabel 3.14 Bukti Penerimaan Elektronik PPh 21 
Sumber : DJP Online 

 

4. Setelah itu klik ‘selanjutnya’ dan kita akan disuruh 

untuk memasukkan kode  verifikasi yang sudah masuk 

ke email yang terdaftar. 
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Gambar 3.15 Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21 Masa 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.16 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21 
Masa 

Sumber : Praktikan, 2023 
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  Detail Flow Chart Pelaporan SPT PPh 21 Masa : 

1. Pada saat akhir bulan atau awal bulan berikutnya praktikan 

sudah harus meminta data gaji klien melalui chat via 

whatsapp. Praktikan menginfokan kalau proses pengerjaan 

pph 21 memakan waktu 1-2 hari kerja dan karena setiap 

tanggal 10 harus dibayarkan jadi klien harus mengirim data 

gaji secepat mungkin. 

2. Setelah klien mengirim data gaji, maka praktikan akan 

menghitung pph 21 tersebut dalam waktu 1-2 hari kerja. 

Setelah itu praktikan membuatkan ebilling pph 21 masa 

tersebut dan menginfokan ebilling ke pada klien. Untuk batas 

waktu pembayaran pph 21 adalah di tanggal 10, jika melewati 

batas waktu tersebut maka akan terkena denda pajak. Disini 

praktikan harus selalu menginfokan tekait batas waktu 

pembayaran dan juga konsekuensi jika keterlambatan bayar. 

Jika memang klien terlambat bayar maka perusahaan dan 

praktikan tidak bertanggung jawab atas denda tersebut. 

3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus 

segera melaporkan pph 21 tersebut karena pelaporan juga 

memiliki batas waktu yaitu tanggal 20. Jika ada keterlambatan 

pelaporan maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena 

kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah 

ebilling dibayarkan. 

3.2.3  Mekanisme Pelaporan PPh E-Bupot Unifikasi 

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan 

PPh Masa yang lainnya yang mana pelaporan PPh Masa lainnya 

ini bisa dilaporkan di djp online di menu E-Bupot Unifikasi. PPh 

Masa yang bisa dilapor di E-Bupot Unifikasi adalah PPh 4(2) baik 

yang menyetor sendiri dan juga yang dipotong oleh pemotong 

pajak, PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh Non Residen. Pelaporan 

E-Bupot Unifikasi ini hampir memiliki cara yang sama pada setiap 

macam pelaporan PPhnya.Berikut adalah tata cara pelaporan E-

Bupot Unifikasi : 
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Gambar 3.17 Menu Login DJP 
Sumber : DJP Online 

Gambar 3.18 Menu Lapor 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.19 Menu E-Bupot Unifikasi 
Sumber : DJP Online 

 

1. Pertama login akun djp online terbelih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian klik menu ‘lapor’ lalu klik ‘pra pelaporan’ 

  

 

 

 

 

3. Selanjutan klik ‘E-Bupot Unifikasi’ 
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Gambar 3.20 Menu Pajak Penghasilan di E-Bupot Unifikasi 
Sumber : DJP Online 

 

Gambar 3.21 Perekaman data Bukti 
Pemotongan/Pemungutan Bagian I 

Sumber : DJP Online 

4. Lalu klik menu ‘Pajak Penghasilan’ dan pilih PPh 

apa yang mau direkam sebagai contoh praktikan 

akan memilih PPh 23, lalu klik ‘Rekam BP Ps 23. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Berikut ini petunjuk pengisian pada masing-masing 

bagian: 

1. BAGIAN I, Identitas Wajib Pajak Yang 

Dipotong, isi tahun Pajak, Tentukan tahun pajak 

saat melakukan pemotongan Pajak 

Penghasilan, tahun paling awal adalah 2020. 

Kemudian isi masa Pajak, tentukan Masa Pajak 

yang sesuai untuk transaksi pemotongan Pajak 

Pengasilan, pilihan terdiri dari masa Jan sd 

Des.Nomo Bukti Potong, kemudian isikan 

identitas bisa memilih NPWP atau NIK(KTP), 

jika tidak memiliki, maka tidak diperbolehkan 

untuk dilakukan perekaman data dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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Gambar 3.22 Perekaman data Bukti 
Pemotongan/Pemungutan Bagian II 

Sumber : DJP Online 

 

2.  BAGIAN II adalah penghasilan yang dipotong. 

Pilihlah Kode Objek Pajak dari pilihan yang 

tersedia, Anda dapat mengetikkan kata kunci 

untuk mempercepat pencarian objek pajak. 

Dengan memilih Kode Objek Pajak, sistem 

akan melakukan pencarian secara otomatis 

terhadap fasilitas yg dimiliki oleh Wajib Pajak. 

Pilihlah fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 

Dengan memilih Kode Objek Pajak, Sistem 

akan melakukan pencarian secara otomatis tarif 

dari jenis objek pajak. Isikan nilai nominal 

Penghasilan Bruto pada kotak yang tersedia, 

Sistem akan menghitung secara otomatis nilai 

Pajak Penghasilan yang dipotong. 

 

 

 

 

 

 

 

3. BAGIAN III, adalah isian untuk dokumen 

pendukung. Anda diharuskan mengisi minimal 

1(satu) dokumen pendukung untuk pemotongan 

penghasilan. Untuk mengisi dokumen 

pendukung, klik tombol tambah, kemudian, 

isilah data dokumen pendukung yang sesuai. 
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Gambar 3.23 Perekaman data Bukti 
Pemotongan/Pemungutan Bagian III 

Sumber : DJP Online 

 

Gambar 3.24 Perekaman data Bukti 
Pemotongan/Pemungutan Bagian IV 

Sumber : DJP Online 

 

 

 

 

 

4. BAGIAN IV adalah Identitas Pemotong. 

Pastikan Anda telah melakukan perekaman 

data penandatangan pada menu Pengaturan, 

sebelum melakukan perekaman bukti 

pemotongan. Pada bagian ini, Anda harus 

menentukan, pihak yang akan menandatangani 

dokumen bukti pemotongan ini apakah Wajib 

Pajak/Wakil Wajib Wajib Pajak atau Kuasa. 

Tanggal Pemotongan adalah secara otomatis 

tanggal dari Sistem pada saat direkam Bukti 

Pemotongan. Pastikan isian Anda telah lengkap 

dan benar, kemudian contreng pernyataan yang 

disediakan yang menunjukkan Anda telah 

dengan seksama memastikan kebenaran isi 

dari bukti pemotongan yang dibuat, kemudian 

klik tombol simpan untuk menyimpan data. 
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Gambar 3.25 Posting Data Pajak Penghasilan 

Sumber : DJP Online 

 

Gambar 3.26 Perekaman Bukti Penyetoran 

Sumber : DJP Online 

 

6. Setelah bukti potong tersimpan maka selanjutnya 

kita akan memposting bukti potong tersebut ke 

masa SPT PPh tersebut. Klik cek dan akan muncul 

pemberitahuan bahwa bukti potong tersebut sudah 

ter-posting 

 

7. Selanjutnya kita pindah ke menu SPT Masa dan 

klik ‘Perekaman Bukti Penyetoran’ lalu tahun dan 

masa pajak SPT yang sedang kita kerjakan lalu  

klik ‘cek’ 

 

 

 

 

 

 

8. Pada form ini, Anda dapat melihat daftar tagihan 

yang disajikan per jenis pajak dan jenis setoran 

sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Daftar 

tagihan tersebut dibentuk berdasarkan data bukti 

pemotongan yang telah Anda Rekam. Anda dapat 

menggunakan daftar tagihan ini untuk membuat 

kode billing sebagai dasar penyetoran pajak tetapi 

kita juga bisa membuat ebilling mandiri di menu 
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bayar. Jika Anda telah menyetorkan pajak 

penghasilan yang dipotong, Anda selanjutnya dapat 

melakukan perekaman bukti penyetoran tersebut 

pada form ini. Berikut adalah langkah-langkah 

perekaman bukti penyetoran/pembayaran : 

o klik tombol Input Bukti Setor, sehingga 

Sistem menampilkan pop up perekaman 

bukti pembayaran. Bukti Penyetoran yang 

dapat digunakan adalah Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) dan Bukti Pemindahbukuan 

(Pbk). 

o Jika Anda telah memiliki Bukti Penerimaan 

Negara yang diperoleh dari Bank saat 

melakukan penyetoran, Silahkan Anda pilih 

Surat Setoran Pajak pada pilihan Jenis 

Bukti Penyetoran. 

o Isikan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN) yang tertera pada BPN 

pada kotak Nomor Bukti Penerimaan, 

kemudian Pilihlah tahun penyetoran yang 

sesuai. Jika Anda telah menerima bukti 

pemindahbukan (pbk) dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), Silahkan Anda 

masukkan Nomor Pbk pada kotak isian 

yang tersedia, lalu klik tombol Cek 

Pemindahbukan. 

o Jika data pemindahbukuan Anda Valid, 

Sistem akan memberikan notifikasi bahwa 

data pembayaran Anda telah sesuai, 

kemudian klik tombol Simpan. 

9. Setelah itu ditahap terakhir kita klik menu 

‘Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi’. Jika kita 

sudah melakukan perekaman data penyetoran 

dengan sub menu perekaman bukti penyetoran, 



40 
 

Gambar 3.27 Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.28 Bukti Penerimaan Elektronik PPh 23 Unifikasi 
Sumber : DJP Online 

 

lengkapilah data SPT tersebut dengan klik tombol 

‘lengkapi’ pada kolom paling kanan. Sistem akan 

melakukan pembentukan data SPT dari semua 

data yang terkait, mungkin akan membutuhkan 

waktu sejenak. Jika pada kolom paling kanan 

muncul tombol REFRESH, silakan klik untuk 

melakukan penyegaran data sehigga tombol 

lengkapi dan kirim muncul kembali. Klik tombol 

‘kirim’ jika semua data telah siap, dan pastikan 

Anda telah menyiapkan file Sertifikat Elektronik. 
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Gambar 3.29 Flow Chart Pelaporan SPT PPh Unifikasi  
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.30 Usulan Flow Chart  Pelaporan SPT PPH 
Unifikasi  

Sumber : Praktikan, 2023 
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  Detail Flow Chart Pelaporan SPT PPh Unifikasi : 

1. Pada saat akhir bulan atau awal bulan berikutnya praktikan 

sudah harus meminta data klien melalui chat via whatsapp. 

Praktikan menginfokan kalau proses pengerjaan pph 

memakan waktu 1-2 hari kerja dan karena setiap tanggal 10 

harus dibayarkan jadi klien harus mengirim data  secepat 

mungkin. 

2. Setelah klien mengirim data gaji, maka praktikan akan 

menginput langsung data tersebut di djp online dan memakan 

waktu 1-2 hari kerja. Setelah itu praktikan membuatkan ebilling 

pph masa tersebut dan menginfokan ebilling ke pada klien. 

Untuk batas waktu pembayaran pph ini adalah di tanggal 10, 

jika melewati batas waktu tersebut maka akan terkena denda 

pajak. Disini praktikan harus selalu menginfokan tekait batas 

waktu pembayaran dan juga konsekuensi jika keterlambatan 

bayar. Jika memang klien terlambat bayar maka perusahaan 

dan praktikan tidak bertanggung jawab atas denda tersebut. 

3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus 

segera melaporkan pph tersebut karena pelaporan juga 

memiliki batas waktu yaitu tanggal 20. Jika ada keterlambatan 

pelaporan maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena 

kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah 

ebilling dibayarkan. 

3.2.4  Mekanisme Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana pelaporan PPN ini 

dilaporkan di Web Based Efaktur. Sebelum melalui Web Based 

Efaktur pelaporan PPN dilakukan dengan cara meng upload CSV 

juga. Selanjutnya, kita harus menginput seluruh transaksi 

penjualan dan pembelian di E-Faktur yang mana E-Faktur ini 

hanya bisa di 1 device dan berarti di input sendiri oleh klien. 

Setelah klien menginput semua penjualan menjadi faktur pajak 

keluaran dan pembelian menjadi faktur pajak pembelian kita baru 
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Gambar 3.31 Login Web Based Efaktur 

Sumber : Web Based Efaktur 

Gambar 3.32 Menu Monitoring SPT di Web Based Efaktur 
Sumber : Web Based Efaktur 

bisa melaporkan akumulasi dari total nilai PPN Masa tersebut. 

Untuk penginputan faktur pajak keluaran sendiri memiliki batas 

waktu peng-uploadan di tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk 

faktur pajak masukan kita bisa kreditkan dalam kurun waktu 3 

bulan berikutnya. Jika ada faktur pajak yang sudah melewati batas 

waktu maka faktur pajak tersebut tidak bisa digunakan. Tugas 

praktikan lah yang mengingatkan semua klien pada saat tanggal 

15 untuk mengupload faktur pajak keluaran tersebut. Di E-Faktur 

klien juga bisa melihat total akumulasi PPN di Masa tersebut. Jika 

dirasa sudah lengkap maka klien akan menginformasikan ke 

praktikan untuk melaporkan PPN Masa tersebut. Klien tidak perlu 

memberikan data apa apa hanya menyocokkan hasil akhirnya 

sama atau tidak, karena dalam web based efaktur sendiri itu 

menarik data yang telah diinput di E-Faktur.Berikut tata cara 

pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

1. Login dengan memilih sertifikst elektronik dan 

juga masukkan password di web based efaktur. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klik Administrasi SPT lalu klik Monitoring SPT, 

Pilih Posting SPT dan memilih masa pajak yang 

mau kita laporkan, lalu klik submit. 
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3. Setelah muncul Masa yang diinginkan klik Buka 

lalu silahkan cek di menu Lampiran AB dan juga 

lampiran Induk. Jika PPN kurang bayar maka 

kita isi NTPN dari bukti bayar yang kita miliki. 

Jika PPN kita lebih bayar maka kita harus men-

centang kolom H No. 1,2.dan 3. Setelah 

mengecek dan dirasa semua sudah sesuai, 

maka kita bisa men-centang pernyataan yang 

ada lalu mengisikan tanggal pada saat itu kita 

ingin melapor, dan juga isikan nama dan 

jabatan penandatangan. Lalu klik Submit.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Setelah submit kita akan otomatis ke menu 

Monitoring SPT lagi, lalu klik Lapor dan cek 

kembali status SPT PPN kita apakah sudah 

benar atau belum nominalnya. Jika Kurang 

Bayar kita bisa lampirkan scan bukti 

pembayaran di file lampiran. Kemudian  

klik lapor, dan SPT Masa PPN berhasil terlapor. 

 

 

 

 

Gambar 3.33 Kolom H di Induk PPN 
Sumber : Web Based E-Faktur 
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Gambar 3.34 Lapor SPT Masa PPN 
Sumber : Web Based E-Faktur 

Gambar 3.35 Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN 
Sumber : Web Based E-Faktur 
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Gambar 3.36 Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN 
Sumber : Praktikan, 2023 
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 Gambar 3.37 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN 

Sumber : Praktikan, 2023 
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  Detail Flow Chart Pelaporan SPT Masa PPN : 

1. Pada saat awal bulan berikutnya praktikan sudah harus 

meminta data ppn klien melalui chat via whatsapp. Atau 

maksimal praktikan meminta data ppn pada tanggal 15 karena 

tanggal 15 tersebut efaktur sudah terkunci tidak akan bisa 

mengupload faktur-faktur lagi sehingga klien pasti sudah 

selesai menginput faktur pajak keluaran dan masukan di 

efaktur. Setelah data ppn tersebut diberikan praktikan akan 

melakukan rekap ulang apakah nominal yang diberikan sudah 

sama atau ada selisih. Praktikan juga mengcek nominal 

terlebih dahulu melalui web based efaktur karena di web ini 

nominal yang muncul pasti adalah nominal yang 

sesungguhnya karena web ini adalah web yang dimiliki 

pemerintah yang bisa menarik data faktur dari efaktur klien 

dan dari suppliernya. 

2. Setelah itu praktikan membuatkan ebilling ppn masa tersebut 

dan menginfokan ebilling ke pada klien. Untuk batas waktu 

pembayaran ppn adalah, paling lama sebelum SPT masa PPN 

disampaikan.   

3. Setelah klien melakukan pembayaran, maka praktikkan harus 

segera melaporkan ppn tersebut karena pelaporan juga 

memiliki batas waktu yaitu di setiap akhir bulan berikutnya. 

Jika ada keterlambatan pembayaran maka otomatis pelaporan 

juga akan terlambat dan terkena denda dan denda tersebut 

bukan merupakan tanggung jawab perusahaan atau praktikan. 

Tetapi jika sudah dibayarkan dan pelaporan nya saja yang 

terlambat maka ini adalah tanggung jawab praktikan karena 

kelalaian praktikan dalam menunda waktu pelaporan setelah 

ebilling dibayarkan. 
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Gambar 3.38 Login DJP 
Online 

Sumber : DJP Online 

3.2.5  Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan 

SPT Tahunan Orang Pribadi. SPT Tahunan Orang Pribadi ini 

dilaporkan setiap tahunnya dan tenggat waktu pelaporan SPT 

Tahunan Orang Pribadi adalah pada tanggal 31 Maret pada tahun 

selenjutnya. Untuk SPT Tahunan OP banyak jenis formulir yang 

harus kita isi sesuai dengan penghasilan kita. Untuk WP yang 

berpenghasilan kurang dari 60 juta selama setahun maka 

memakai formulir 1770SS, jika penghasilan WP 60 juta atau lebih 

maka bisa memakai formulir SPT Tahunan 1770 S, Kalau untuk 

pengusaha atau yang menjalankan pekerjaan bebas maka harus 

menggunakan form 1770. Formulir ini akan berbentuk pdf tetapi 

hanya bisa di download dan dibuka jika kita mempunyai aplikasi 

adobe acrobat reader maka harus dipastikan kita mendownload 

applikasi adobe acrobat reader tersebut terlebih dahulu. Berikut 

tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi : 

1. Pertama login akun DJP Online terlebih dahulu. 
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Gambar : 3.39 Menu E-Form PDF 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.40 Menu Buat SPT dengan menggunakan formulir 1770 
Sumber : DJP Online 

2. Klik menu Lapor lalu klik E-Form PDF . 

 

 

 

 

 

 

3. Lalu klik Buat SPT dan klik Ya pada pertanyaan 

“Apakah anda  Menjalankan Usaha atau 

Pekerjaan Bebas?” kemudian klik E-Form SPT 

Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770. Tetapi 

jika kita memilih menjawab tidak maka akan 

muncul pertanyaan kedua yaitu “Apakah Anda 

seorang Suami atau Istri yang menjalankan 

kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah 

Harta (PH)?” dan akan muncul pertanyaan 

ketiga yaitu “Apakah Penghasilan Bruto Yang 

Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 

Juta Rupiah?” Jika di pertanyaan ketiga kita 

menjawab ya maka akan muncul formulir 

1770SS, tetapi jika kita menjawab tidak maka 

akan muncul formular 1770S. Tetapi disini 

praktikan akan mencontohkan pelaporan 

dengan menggunakan fornulir 1770 
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4. Lalu setelah itu maka form akan otomatis 

terdownload di device yang kita miliki. 

Kemudian isikan data SPT Tahunan Orang 

Pribadi dengan lengkap dan benar. Untuk 

mengisi data kita dianjurkan untuk mengisi dari 

bagian paling terakhir atau lampiran IV. Setelah 

dirasa semua isian SPT Tahunan Orang Pribadi 

ini sudah benar dan juga lengkap maka kita 

bisa langsung melaporkan nya di pdf tersebut 

dengan cara di akhir klik submit dan masukkan 

kode verifikasi yang telah masuk ke email yang 

terdaftar di djp online. Setelah memasukkan 

kode verifikasi tersebut klik submit lagi dan 

maka akan otomatis SPT Tahunan Orang 

Pribadi ini otomatis terlapor. Untuk mengunduh 

BPE kita bisa unduh di djp online Kembali. 

Berikut praktikan lampirkan contoh lampiran-

lampiran di SPT Tahunan Orang Pribadi 

Formulir 1770 : 
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Gambar 3.41 Lampiran IV SPT Tahunan Orang 
Pribadi Form 1770 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.42 Lampiran III SPT Tahunan Orang Pribadi 
Form 1770 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.43 Lampiran Penghasilan Bruto atau Pembayaran 
PPh Final 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.44 Lampiran II SPT Tahunan Orang Pribadi Form 
1770 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.45 Lampiran I Halaman 1 SPT Tahunan Orang 
Pribadi Form 1770 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.46 Lampiran I Halaman 2 SPT Tahunan Orang 
Pribadi Form 1770 

Sumber : Praktikan, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Gambar 3.47 Lampiran INDUK SPT Tahunan Orang Pribadi Form 
1770 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.48 Bukti Penerimaan Elektronik SPT 
Tahunan Orang Pribadi Form 1770 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.49 Flow Chart Pelaporan SPT Tahunan 
Orang Pribadi 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.50 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT Tahunan 
Orang Pribadi 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.51 Login DJP Online 
Sumber : DJP Online 

3.2.6  Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Badan 

Kemudian praktikan juga melakukan pekerjaan pelaporan 

SPT Tahunan Badan. Pelaporan SPT Tahunan Badan jatuh tempo 

pada tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Jika untuk SPT 

Tahunan Badan hanya memakai form 1771 dengan tarif pajak 

badan 22% dari PKP. Untuk mengerjakan SPT Tahunan Badan 

yang terutama adalah laporan keuangan dan juga koreksi fiskal. 

Koreksi fiskal adalah koreksi atas pendapatan dan biaya yang 

tidak boleh ada atau tidak boleh menjadi pengurang laba. Indikator 

koreksi fiskal adalah pendapatan final contoh dari pendapatan final 

adalah menjual property, sewa, omzet umkm dll. Lalu indikator 

koreksi fiskal adalah pendapatan bukan objek pajak yaitu 

sumbangan, warisan, hibah, deviden, dll. Lalu indikator berikutnya 

adalah perbedaan metode, dalam pajak tidak boleh memakai 

metode LIFO dan juga metode jumlah angka tahun karena metode 

metode ini bersifat mengurangi laba dan otomatis membuat pajak 

menjadi kecil. Lalu indikator selanjutnya juga biasa disebut 

matching principle dalam artian kalau ada pendapatan yang 

dikoreksi maka biaya yang sehubungan dengan pendapatan 

tersebut harus dikoreksi juga. Lalu indikator terakhir adalah ada 

biaya biaya yang tidak diperbolehkan dalam UU PPh contohnya 

biayanya adalah biaya yang untuk kepentingan pribadi, natura, 

biaya entertainment, sanksi-sanksi, dan bebas pajak penghasilan.  

Berikut tata cara untuk melakukan pelaporan SPT 

Tahunan Badan : 

1. Pertama login akun DJP Online terlebih dahulu. 
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Gambar 3.52 Menu E-Form PDF 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.53 Data Formulir 1771 
Sumber : DJP Online 

2. Klik menu Lapor lalu klik E-Form PDF . 

 

 

 

 

 

 

3. Setelah itu akan muncul Data Formulir 1771 lalu 

kita isikan yang ingin kita input untuk SPT 

Tahunan Badan tahun berapa dan klik Kirim 

Permintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lalu setelah itu maka form akan otomatis 

terdownload di device yang kita miliki. 

Kemudian isikan data SPT Tahunan Badan 

dengan lengkap dan benar. Untuk mengisi data 

kita dianjurkan untuk mengisi dari bagian paling 

terakhir terlebih dahulu. Setelah dirasa semua 
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Gambar 3.54 Lampiran Khusus 1A SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 

isian SPT Tahunan Badan ini sudah benar dan 

juga lengkap maka kita bisa langsung 

melaporkan nya di pdf tersebut dengan cara di 

akhir klik submit dan tidak lupa kita lampirkan 

scan berbentuk pdf yang berisikan laporan 

keuangan karena laporan keuangan pdf 

tersebut wajib di lampirkan kemudian kita 

masukkan kode verifikasi yang telah masuk ke 

email yang terdaftar di djp online. Setelah 

memasukkan kode verifikasi tersebut klik 

submit lagi dan maka akan otomatis SPT 

Tahunan Badan ini otomatis terlapor. Untuk 

mengunduh BPE kita bisa unduh di djp online 

Kembali. 

Berikut praktikan 

 lampirkan contoh lampiran-lampiran di SPT 

Tahunan Badan 1771 : 
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Gambar 3.55 Lampiran VI SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.56 Lampiran V SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.57 Lampiran IV SPT Tahunan Badan 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.58 Lampiran III SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 

Gambar 3.59 Lampiran II SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.60 Lampiran I SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.61 INDUK SPT Tahunan Badan 

Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.62 INDUK Lanjutan SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.63 Lampiran 8A SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 
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Gambar 3.64 Bukti Penerimaan 
Elektronik SPT Tahunan Badan 

Sumber : DJP Online 

Gambar 3.65 Flow Chart Pelaporan SPT Tahunan Badan 
Sumber : Praktikan, 2023 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.66 Usulan Flow Chart Pelaporan SPT Tahunan 
Badan 

Sumber : Praktikan, 2023 
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3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Praktikan mengalami beberapa masalah saat sedang 

menjalankan Kerja Profesi di CV. Laju Visi Tangguh. Kendala yang 

muncul terkadang menghambat proses kerja. beberapa kendala yang 

dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Kendala yang pertama adalah pembayaran yang sering 

terlambat dari sisi klien yang nantinya akan menyebabkan 

terkena sanksi administrasi pajak. Tidak hanya pembayaran, 

pelaporanpun juga jika kita telat melapor karena data belum 

diberikan oleh klien maka akan mendapatkan sanksi 

administrasi pajak juga.  

2. Kendala kedua adalah kesalahan pengiriman bukti pendukung 

yang bisa menyebabkan pembetulan pada SPT Masa yang 

telah dilaporkan.  

3. Kendala ketiga adalah biasanya terjadi pada saat menjelang 

SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan, semua data 

kita terima dari klien selain banyak yang mengirim data terlalu 

mepet banyak juga klien yang mengirim data masih dalam 

kondisi berantakan dalam maksud seperti data masih ditulis 

tangan dan juga tidak di rekap atau hanya memberikan bukti-

bukti seperti nota atau invoice saja.  

4. Kendala keempat adalah sistem perpajakan yang masih 

sangat sering down atau belum cukup siap jika ada menu-

menu baru di djp online dan pada saat mendekatin tenggat 

waktu pelaporan SPT, 

5. Kendala kelima adalah dalam hal efaktur hanya bisa 

menggunakan 1 device per PT.  

6. Kendala keenam adalah perangkat komputer yang belum 

update sehingga sistem masih menggunakan sistem lama 

yang menyebabkan komputer lebih lemot. Dan masalah 

jaringan internet yang sering down. 

.  
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3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala dan masalah yang dianalisa oleh praktikan 

pada saat pelaksanaan Kerja Profesi pada CV. Laju Visi Tangguh, berikut 

adalah beberapa cara mengatasinya : 

1. Untuk kendala yang pertama, yang bisa dilakukan adalah 

praktikan selalu menginfokan atau mengingatkan kembali 

kepada semua klien terkait batas pembayaran dan pelaporan 

jika melewati batas waktu akan terkena denda jika melewati 

batas tanggal yang sudah ditentukan itu. Dan seharusnya 

menurut praktikan, perusahaan harus memiliki perjanjian 

tertulis pada saat awal kerja sama dengan klien untuk denda 

administrasi yang dikenakan oleh DJP atas keterlambatan 

bukan menjadi kesalahan atau tanggung jawab perusahaan.  

2. Untuk kendala yang kedua kesalahan pengiriman bukti 

pendukung yang menyebabkan pembetulan adalah kita lebih 

teliti lagi dan meng-cross check lagi data yang diberikan klien, 

selain itu kita pasti akan melakukan pembetulan dan 

memastikan Kembali ke klien jika data ini sudah benar atau 

belum.  

3. Untuk kendala yang ketiga yaitu data yang dikirim klien tidak 

proper atau berantakan, kita berusaha semaksimal mungkin 

bekerja sama. Awal yang kita lakukan adalah meminta staff 

klien terlebih dahulu apakah data sangat tidak memungkinkan 

untuk menjadi softcopy atau tidak, tetapi jika memang staff 

klien tidak bisa menjadikan softcopy praktikan dan karyawan 

lain berusaha semaksimal mungkin untuk menginput ulang 

data tersebut. Dan menurut praktikan hal ini sangat 

memperlambat proses kerja jadi alangkah lebih baik di awal 

kerja sama sudah dijelaskan untuk perusahaan hanya 

menerima data data soft copy. 

4. Kendala yang keempat adalah kendala yang bermasalah 

dengan sistem perpajakan yang bisa kita lakukan hanyalah 

menunggu sampai web atau server itu kembali normal. Dan 

selain itu untuk mengantisipasi server down praktikan lebih 
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dulu melakukan pelaporan jauh dari sebelum tenggat waktu 

karena server pajak down biasanya karena terlalu banyak 

yang akses web di tenggat waktu lapor tersebut. 

5. Kendala kelima juga berkaitan dengan peraturan perpajakan 

yang mana efaktur hanya bisa dipakai atau digunakan di 1 

device saja, maka jika terjadi kesalahan atau klien bertanya 

mengenai efaktur kita bisa memanfaatkan aplikasi team-

viewer sehingga kita bisa mengakses device klien yang 

terdapat efaktur tersebut.  

6. Untuk kendala keenam baiknya perusahaan melakukan 

pemeliharaan pada perangkat karyawan secara teratur karena 

masalah jaringan internet dan sistem komputer yang kurang 

maksimal yang mana sangat menghambat pekerjaan. 

 

3.5 Pembelajaran yang Diperoleh dari Kerja Profesi 

 Selama praktikan melakukan masa kerja profesil di CV.Laju Visi 

Tangguh, sangat banyak ilmu dan wawasan yang praktikan terima, 

Terlebih pengalaman baru yang diperoleh, khususnya yang relevan dalam 

perpajakan. semua pengalaman itu apa pun yang diperoleh praktikan 

saat menerima KP dapat digunakan sebagai pondasi untuk masa depan 

masuk ke industri perpajakan juga. Bagian dari pembelajaran praktikan 

yang diperoleh dalam melakukan pekerjaan profesional meliputi : 

1. Praktikan memahami dan menjadi mengerti cara untuk 

menghitung pajak terutang. 

2. Praktikan memahami tata cara pelaporan perpajakan. 

3. Praktikan bisa tahu aturan-aturan pajak yang paling terbaru. 

4. Praktikan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat 

baik karena sudah berurusan langsung dengan klien. 

  


